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Menimbang

Mengingat

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

: a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan
pendidikan dasar kepada masyarakit, serta mewujudkan
pelaksanaan wajib berajar pendidikan dasar, perlu memoeri(in iiin
pendirian sekolah Menengah pertama (sMp) lslam plus Daaiul
Jannah berlokasi di Jaran Nanggewer lndah Nomor 23 Rt'02 Rw 05
Desa Nanggewer Mekar Kecamltan cibinong Kabupaten gogoi; -

5. bahwa be,'dasarkan pertirlbangan sebagaimana ciirnaksud
dalam huruf a, perru menetapkan Keputusan rcepaL Di;;;
Pendidikan._tentang ljin pendirian sekolah Menengah pertama
lslam Plus Daarul Jannah atas nama yayasan Daaru-i .runnun yrng
berlokasi di Jalan Nanggewer lndah Nomor 23 Rt 02 Rw os nesl
Nanggewer Mekar Kecamatan cibinong Kabupaten Bogor.

: 1. undang-undang Nomor 14 Tahun 1gsO tentang pemerintahan
Daerah Kabupaten dai.anr Lingkungan Jawa Baiat ( Lembaran

- lrlegara Repubiik lndonesia Tahun igSO Nomor g );2. Undang-Und:,rg l'romor 20 rahun 2003 tentang sistem
Pendidikan Nasionar ( Lembaran Negara Republii< lndonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan L6mbai"an' Negara rrepuorir<
lndonesia Nolnor 33g0 );3. Undang-Undang l.Jomor 32 tahun 2ao4 tentang. pemerintahan
Daerah ( Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Ncmor 437 );

4. Peraturan ...



5.

-2-

Peraturan Penrerintah Nomor 2g tahun lggo tentang p'endidikan
Menengah ( t-embaran Negara Repubrik rndonesia iahun lggoNomor 37, Tambahan Lembararr Negara Repubrik rndonesiaNomor 3413 ); sebagaimana telah liuOan, iungun peraturan
Pemerintah Nomor.56 _tahun 1999 ( r.embaran ruJtara Repubriklndonesia Tahun 19gg Nomor g1, Tambahan LemSaran Negara
Republik 'lndonesia Nomor 376a);
Peraturan pemerintah Nomoi zs tahun 2000 tentang
kewenangan Pemerintah dan Kewenangan propinsi sebagal
P::.lu.l Otonom ( Lembaran Negara nepJUtiX tnOonesia Tahun
2000 Nomor 54, Tambahan Lemblran Negara n"proriri rndonesia
Nomor 3953 );
Peraturan Pdrnerintah Nomor 19 tahurr 2o0s tentang standarNasional Pendidikan ( Lembaran Negara nepur,tr[- lndonesia
Tahun 2005 Nomor Nomor 41)
Keputusan Menteri pendidikan Nasional Nomor: o}oltJl2oo2
Tanggal 26 April 2002 tentang pedoman pendirian sekolah;
Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : og rahun zoo4tentang organisasi_ 

. 
perangkat Daerah Kabupatln Bogor( Lembaran Daerah l(abupaten Bogor Tahun 2004 Nomor: 159 );Peraturan Daerah Kabupaten -Bogor 

Nomor: r6 Tahun 2004,tentang Pembentukan, organisasi dan rata 
- 

Kerja DinasPendid.ikan Kabupaten Bogor ( Lembaran Daerah Kabupaten
Bogor Nomor : 168 Tahun ZOO+ ;;'
Keputusan Bupati Bogor Nomoi 11 Tahun 2004 tentang pedoman
lzin Pendirian Sekolah. !
Keputu-s_an Bupati Bogor Nonror : 061/1gg/Kpts/FrUKi2oos tanggar30 Mei 2005. tentang pendelegasian Klwenangan
Penandatanganan Administrai, perayanan-urrum Kepada Kepara
Dinas Pendidikan.

lntruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1g94 tentang pelaksanaan wajibBelajar Pendidikan Dasar;

surat Rekomencrasi dari camat cibinong Nomor . 421.3,r s1,tanggal 01 Desenrber 2005.
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Memperhatikan

2.

1

fule re;tapkan
KESAI"LJ

MEMUTUSKAN

It'lemberikan ljin penrjirian sekolah Menengah pertama (sMp) lslamPlus Daarul Jannah berrokasi cii Jaran tJang-gewer tnoatr Nonror 23 Rt02 Rw 05 Desa Nanggewer Mekar t<ecamitan cibinong Kabupaten
Bogor;

Pernberian ijin sebagaimana dimaksud daram dikturm KESATU, berraku
sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan wajib merakukan daftar ulang (rrer regisirasi) setap
awal tahurn pelajaran kepada Dinas pendidikan.
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Dalam hal pelaksanaan kegiatarr pendidikan ternyata timbul kerugia,r
terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya
kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang tirnbur sepenuhnya
menjadi tanggung jawab pihak pemegang iziu clan keputusan ini dapat
di" batalkan

segala penyinrpangan dan atau kelalaian atas t<etentuan dalam
keputusan in,i yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik
sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal
demi hukum.

'ridal< dibenarkan mengal!hkan izin pendirian sekolah ke pihak lain
dengan dalih apapun sebelum adanya persetr,rjuan dari Dinas
Pendidikan Kabupaten Bogor,

wajib melengkapi senrua periz,rran dan persyaratan lainnya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-urrdangan yang berlaku.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal drtetapkan.

DITETAPKAN DI
PADA TANGGAL

ENDAN
010 069 482

Tenrbusan:
1. Yth. Direktur Jenderal Ditjen Manajemen Dikdasmen Depdiknas Rl;
2, \'th. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan propinsi Jawa Barat;

1 Yth Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
5. \'ih. Ketua Dewan Penvakilan Rakyat Daerah Kab.Bogor;
6. Yth. Camat Cibinong.

Cibinong
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